BUPATI SUMENEP
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SUMENEP
NOMOR 54 TAHUN 2022
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,

PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN SUMENEP

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMENEP,

bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit
Pelaksana Teknis Daerah, dan ketentuan Pasal 9
Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 15 Tahun
2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Sumenep, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Koperasi, Usaha
Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Sumenep.

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang
Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3193);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);



10.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5512);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Keria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 245, Tambahan Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang
Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera
Ulang Serta Syarat-syarat Bagi Alat-alat Ukur,
Takar,Timbang, dan Perlengkapannya (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3283);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahunm 2019 Nomor 187,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017

tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6477);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan  Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 6041);
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Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Tentang
Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 224);

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 Tentang
Penvelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6641);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden
Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang  Pembentukan Peraturan  Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 186);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar
Tradisional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 2012 Nomor 178);

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor ; 69 /M-DAG/
PER/10/2014 tentang Sumber Daya Manusia
Kemetrologian (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 1564);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120
Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 157);

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 60/M-DAG/
PER/8/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Bidang Kemetrologian dan Bidang
Standarisasi dan Pengendalian Mutu di Lingkungan
Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1217);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun
2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi
Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
451);

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26/M-DAG/
PER/S/ 2017 tentang Pengawasan Metrologn Legal
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
674);
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Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun
2018 tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan
Perlengkapannya yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
811);

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun
2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-alat Ukur,
Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 812);
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 115 Tahun
2018 tentang Unit Metrologi Legal (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1650};
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 125 Tahun
2018 tentang Tanda Tera (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1886);

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52 Tahun
2019 tentang Standar Ukuran Metrologi Legal (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 809);
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 9 Tahun 2020
tentang Fasilitasi Kegiatan Metrologi Legal (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 108);
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun
2021 Tentang Pedoman Pembangunan dan
Pengelolaan Sarana Perdagangan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 277;
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun
2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan
Pembinaan Pusat Pembelanjaan dan Toko Swalayan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
279);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 5
Tahun 2013 tentang Perlindungan, Pemberdayaan
Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern
(Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2013
Nomor 04);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 6
Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran
Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2018 Nomor 06);
Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 15
Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep (Lembaran
Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 01);
Peraturan Bupati Sumenep Nomor 9 Tahun 2021
tentang Izin Penggunaan dan Pengelolaan Fasilitas
Pasar (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun
2021 Nomor 9)

Peraturan Bupati Sumenep Nomor 65 Tahun 2021
tentang Pedoman Pembangunan Dan Pengelolaan
Pasar Rakyat Sehat Berstandar Nasional Indonesia
(Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021
Nomor 65)



Menetapkan

33. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 31 Tahun 2022
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Sumenep (Berita Daerah Kabupaten
Sumenep Tahun 2022 Nomor 31).

MEMUTUSKAN

: PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUEAN,

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN SUMENEPF.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Sumenep.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten
Sumenep.

3. Bupati adalah Bupati Sumenep.

4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sumenep.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupat
dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang
terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD,
Inspektorat Daerah, Dinas Daerah, Dadan Dacrah,
dan Kecamatan.

6. Dinas Daerah adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Sumenep.

7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Usaha
Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Sumenep.

8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya
disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan
kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis
penunjang tertentu pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Sumenep.

9. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk
melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara
langsung berhubungan dengan pelayanan
masyarakat.

10. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk
melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka
mendukung pelaksanaan tugas Dinas Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Sumenep.
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Kepala UPTD adalah Kepala UPTD pada Dinas
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian
dan Perdagangan Kabupaten Sumenep.

Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang
menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan
hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam rangka
memimpin suatu satuan organisasi perangkat daerah.
Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang
menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan
hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam suatu
satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya
didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan
tertentu serta bersifat mandiri.

Pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu dan
terdiri atas halaman/pelataran, bangunan berbentuk
toko/kios, los, tenda, dan hamparan/dasaran/jongko
yvang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus
disediakan untuk pedagang.

Fasilitas pasar adalah fasilitas pasar berupa
toko/kios, los, tenda, dan hamparan /dasaran/jongko,
lahan parkir dan toilet umum.

Toko/Kios adalah ruang dagang vang mempunyai
dinding pemisah dengan fungsi usaha yang
digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari
hanya satu penjual.

Los adalah ruang dagang yvang bersifat tetap dan
terbuka, dapat dilengkapi dengan meja.
Hamparan/dasaran/jongko adalah ruang dagang
yang bersifat temporer.

Izin penggunaan dan pengelolaan fasilitas pasar vang
selanjutnya disebut izin adalah izin yang dikeluarkan
oleh Kepala Dinas kepada orang pribadi dan atau
lembaga untuk menggunakan fasilitas berupa toko,
kios, stand, los, dan pelataran untuk kegiatan jual
beli barang dan atau jasa secara menetap.

Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh
pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan
menerima imbalan uang tunai.

Retribusi adalah retribusi pelayanan  pasar
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Sumenep Nomor 6 Tahun 2018 tentang
Retribusi Jasa Umum.

Pasar Rakyat adalah tempat usaha vyang ditata,
dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah
Dacrah, swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau
Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa toko, kios,
los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang
kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau
koperasi, serta UMK-M dengan proses jual beli barang
melalui tawar menawar.,
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(1)

Metrologi Legal adalah metrologi vang mengelola
satuan-satuan ukuran, metoda-metoda pengukuran,
dan alat-alat ukur yang menyangkut persyaratan
teknik dan peraturan berdasarkan Undang-Undang
yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam
hal kebenaran pengukuran.

Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya
yang selanjutnya disingkat UTTP adalah alat-alal
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.

. Standar Ukuran Metrologi Legal vang selanjutnva

disebut Standar Ukuran adalah Standar Satuan
besaran fisik dari ukuran yang sah dipakai sebagai
dasar pembanding dalam menyelenggarakan kegiatan
Metrologi Legal.

. Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau

tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan
keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera
sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan
oleh Penera berdasarkan pengujian yang dijalankan
atas UTTP yang belum dipakai.

Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan
tanda-tanda tera sah atau tanda tera batal yang
berlaku atau memberikan keterangan-keterangan
tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal
vang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan
pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah
ditera.

Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk
memastikan UTTP, ©barang dalam keadaan
terbungkus, dan satuan ukuran sesuai ketentuan
peratuan perundang-undangan.

. Penera adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas,

tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh
oleh pejabat vang berwenang untuk melakukan
peneraan.

Pengawas Kemetrologian adalah Pegawai Negeri Sipil
vang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan
hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk
melakukan pengawasan Metrologi Legal.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

UPTD merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis
operasional dan/atau Kkegiatan teknis penunjang
tertentu di bidang pengelolaan pasar dan metrologi
legal.



(2) UPTD dipimpin oleh Kepala yang dalam
melaksanakan tugasnya berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
UPTD Kelas B, terdiri dari :

a. UPTD Pasar; dan
b. UPTD Metrologi Legal

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3

Susunan Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (3), terdiri atas :

a. Kepala UPTD; dan

b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 4

Bagan Struktur Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
UPTD Pasar

Pasal 5§

(1) UPTD Pasar, sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (3)
huruf a, mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas Dinas dalam melaksanakan kegiatan teknis
operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang
dibidang pengelolaan pasar di Kabupaten Sumenep.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), UPTD Pasar menyelenggarakan fungsi :
a. pelaksanaan penyusunan rencana dan program

kerja UPTD;

b. pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan,
kepegawaian, ketatalaksanaan, tata kearsipan,
perlengkapan, kebersihan, keamanan dan
ketertiban kantor dan areal pasar;

¢. pelaksanaan pengoordinasian, pengendalian dan
penyebarluasan informasi penyelenggaraan serta
pelaksanaan kegiatan layanan UPTD;

d. pelaksanaan pembinaan dan peningkatan kinerja
sumber daya aparatur UPTD;

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan
hasil kerja UPTD;



(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

f. pelaksanaan pemungutan, pembukuan, pelaporan
dan penyetoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) di
wilayah kerjanya ke Kas Daerah; dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas.

Pasal 6

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi
UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)
dan ayat (2] dapat ditunjuk 1 (satu] orang
penanggung jawab disetiap kecamatan dan/atau
kelompok kecamatan.

Penanggung Jawab merupakan jabatan non
struktural dari pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN)
yvang barada dibawah dan bertangggung jawab
kepada Kepala UPTD.

Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan
Bupati.

Bagian Kedua
UPTD Metrologi Legal

Pasal 7

UPTD Metrologi Legal sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (3), mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Dinas dalam melaksanakan kegiatan
teknis  operasional dan/atau kegiatan teknis
penunjang dalam hal pelayanan tera dan tera ulang
alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya,
ketatausahaan, pelayanan kemetrologian legal
lainnya, serta pengawasan kemetrologian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), UPTD Metrologi Legal

menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan penyusunan rencana dan program
kerja UPTD;

b. pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan,
kepegawaian, ketatalaksanaan, tata kearsipan,
perlengkapan, kebersihan, keamanan dan
ketertiban kantor dan areal Metrologi Legal;

c. pelaksanaan pengoordinasian, pengendalian dan
penyebarluasan informasi penyelenggaraan serta
pelaksanaan kegiatan layanan UPTD;

d. pelaksanaan pembinaan dan peningkatan kinerja
sumber daya aparatur UPTD;

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan
hasil kerja UPTD;

f. pelaksanaan pengelolaan, pemeliharaan dan
pelayanan tera/tera ulang;

g. pelaksanaan operasional metrologi legal;

h. pelaksanaan tera/tera ulang alat-alat Ukur, Takar,
Timbang dan Perlengkapannya (UTTP);



(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

i. pelaksanaan pengawasan kemetrologian legal;

j. pelaksanaan pemungutan, pembukuan, pelaporan
dan penyetoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) di
wilayah kerjanya ke Kas Daerah; dan

k. pelaksanaan tugas lain vang diberikan oleh Kepala
Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Pengawasan Kemetrologian Legal

Pasal 8

Dalam  melaksanakan kegiatan  Pengawasan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan
ayat (2) huruf i, UPTD Metrologi Legal paling sedikit
harus memiliki 1 (satu) orang DPengawas
Kemetrologian,

Pelaksanaan kegiatan Pengawasan sebagaimana
diatur pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas
melaksanakan kegiatan sesuai dengan keahlian dan
keterampilan yang dimiliki dalam rangka menunjang
pelaksanaan fungsi UPTD dan bertanggung jawab
kepada Kepala UPTD.

Kelompok  Jabatan  Fungsional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah pejabat
fungsional vang terbagi dalam berbagai kelompok
sesuai dengan bidang keahlian atau keterampilannya.
Kelompok  Jabatan  Fungsional sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), dipimpin oleh tenaga
fungsional senior vang ditunjuk sebagai Ketua
Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala
UPTD.

Pembinaan terhadap pejabat fungsional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 10
Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas dan fungsi

UPTD berpedoman pada peraturan perundang-
undangan.



(2) Dalam melaksanakan tugas Kepala UPTD dan
Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan
prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik
dalam lingkungan masing-masing maupun antar
satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah
sesuai dengan tugas dan fungsinva.

(3) Kepala UPTD  wajib melaksanakan  sistem
pengendalian internal dilingkungan masing-masing.

(4) Kepala UPTD bertanggung jawab memimpin dan
mengoordinasikan bawahan dan  memberikan
pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas
bawahan.

(5) Kepala UPTD wajib mengikuti dan mematuhi
petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala
Dinas serta menyiapkan laporan berkala tepat pada
waktunya.

(6) Dalam menyvampaikan laporan kepada Kepala Dinas,
wajib menyampaikan tembusan kepada unit
organisasi lain yang secara fungsional mempunyai
hubungan kerja.

BABV
PENGISIAN JABATAN

Pasal 11

(1) Kepala UPTD dan Pejabat Fungsional sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b,
diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai
dengan peraturan perundang-undangan vang
berlaku.

(2) Kepala UPTD adalah Jabatan Pengawas atau Jabatan
Eselon IVB.

(3) Kepala UPTD Metrologi Legal harus telah mengikuti
pendidikan dan pelatihan di bidang Metrologi Legal.

(4) Dalam hal Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) belum mengikuti pendidikan dan pelatihan di
bidang Metrologi Legal, yang bersangkutan harus
telah mengikuti pendidikan dan pelatihan di bidang
Metrologi Legal paling lambat 2 (dua) tahun setelah
menduduki jabatan.

(5) Selain Kepala UPTD dan Pejabat Fungsional, pada
UPTD terdapat jabatan pelaksana.

(6) Jumlah dan jenis jabatan fungsional dan jabatan
pelaksana ditentukan berdasarkan analisis jabatan
dan analisis beban kerja.
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BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPTD
dibebankan pada APBD Kabupaten Sumenep dan sumber
lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan
Bupati Sumenep Nomor 57 Tahun 2018 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Unit
Pelaksana Teknis pada Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Sumenep dicabut dan
dinvatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Sumenep.

Dltempknn di: Sumenep
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